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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 6/HK.03.1/5312/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam
rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring
dan evaluasi atas implementasinya, setiap
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat
membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal

kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
dilaksanakan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah mengalami perubahan
denagn diundangkannya Perat;uran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Reformasi  Birokrasi, sehingga perlu melakukan
penyesuaian  pelaksanaan Reformaéi Birokrasi di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaéajmana dimaksud

dalam ...



Mengingat
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dalam huruf a dan huruf b, perlu menet }pkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Surlhba Barat Tahun
2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor
196);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan  Komisi .emilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republjk Indonesia Tahun

2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum NoIior 14 Tahun 2020

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

! Jenderal ...
l
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Memperhatikan

Menetapkan

&

o e

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, S eteriat Komisi
Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat misi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara R*publik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441),

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 314/0rt.07-Kpt/01/Kpu/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pémilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01 /2022
tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim
reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan

Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat Nomor 08/ORT.07/5312/2022 tanggal
02 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022;
|

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMbM KABUPATEN
SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI P}EMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022’.

KESATU ...



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
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Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba

Barat Tahun 2022, yang terdiri dari:

Tim Pengarah;

Tim Pelaksana,

Tim Manajemen Perubahan;

Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
Tim Penguatan Kelembagaan;

Tim Penguatan Tata Lakasana;

Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

0o =3, - EhC e R e 19 B

Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
11. Tim Agen Perubahan.
Susunan keanggotaan, tugas dan rencana aksi Tim
Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan
koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi
terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan tanggal 31 Desember tahun 2022 dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan @akan diadakan

perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di =~ Waikabubak
Pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd.
SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

|
|
|
|
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 6/HK.03.1/5312/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2022

KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI |
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022

NO. NAMA JABATAN S TUGAS DALAM TIM
DALAM TIM
1 2 3 4 5
TIM PENGARAH
1. | Sri Demu Ketua KPU Pengarah |- Mengkoordinasikan dan
Alemina Br. merangkap | melakukan monitoring
Bangun, SE Ketua program Reformasi
2. | Ni Wayan | Anggota KPU Pengarah Birokﬂ?asi di lingkungan
Prawita Aryani, merangkap | KPU Kabupaten Sumba
M.Pd Anggota Barat; dan
3. | Teguh Rahardjo | Anggota KPU Pengarah |- Memberikan arahan
merangkap | kepada Tim Pelaksana
Anggota dalam pelaksanaan
4. | Alexander Talo| Anggota KPU Pengarah program monitoring
Popo, S.Kom, merangkap program Reformasi
MM Anggota Birokrasi di lingkungan
5. | Yohanis Namu Anggota KPU Pengarah | KPU Kabupaten Sumba
merangkap | Barat
Anggota
PELAKSANA
1. | Agustinus Sekretaris KPU Ketua Melak}lkan dan
Damma Renna, Kabupaten memberikan masukan
S.IP Sumba Barat kepada Tim Pelaksana
mengeénai program
Reformasi Birokrasi di
lingkungan KPU




Kabupaten Sumba

Barat.
1. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
1. | Konsthanthinus Kepala Sub Koordinator |- Menyusun Strategi
K. Bili, SE Bagian merangkap manajei,men perubahan
Keuangan, Anggota dan stfategi komunikasi
Umum dan pada KPU Kabupaten
Logistik Sumba Barat;
2. | Yohanes S. P. Kepala Sub Anggota |- Melaksanakan
Killok, SH, M.Si | Bagian Hukum sosialisasi dan
dan SDM internalisasi
3. | Silvi Yanti, Kepala Sub Anggota manajemen perubahan
S.Sos Bagian Teknis dalam rangka reformasi
Penyelenggaraan birokrasi;
Pemilu, - Dst.
Partisipasi
dan Hubungan
Masyarakat
4. | Joko Nugroho, Kepala Sub Anggota
ST Bagian
Perencanaan,
Data dan
Informasi
II. | TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. | Yohanes S. P. Kepala Sub Koordinator |- Mengidentifikasi
Killok, SH, M.Si | Bagian Hukum merangkap | peraturan perundang-
dan SDM Anggota undangan yang
2. | Rexy Erlangga Pelaksana pada Anggota dikeluarkan KPU
Gadja, SH Sub Bagian Kabupaten Sumba
Hukum dan Barat;
SDM - Melakéfukan pemetaan
3. | Marselino Boli Pelaksana pada Anggota peratljlran perundang-

Langoday, SH

Sub Bagian
Hukum dan
SDM

undangan yang tidak
tidak

lingkungan

harmonis atau
sinkron di
KPU Kabupaten Sumba
Barat;

- Dst.

|
|
|

|
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III

TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

Joko Nugroho,
ST

Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
Data dan

Informasi

Koordinator

merangkap
Anggota

Muh. Mahfud
A.S., AMd

Pelaksana di
Sub Bagian
Perencanaan,
Data dan

Informasi

Anggota

Tezar
Kharismayadi,
SH

Pelaksana di
Sub Bagian
Perencanaan,
Data dan

Informasi

Anggota

-Membeéntuk unit kerja

yang menangani fungsi
organisasi, tata laksana
yang |
mendukung tercapainya

mampu

tujuan dan sasaran
reforlriasi birokrasi;
- Dst.

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

Silvi Yanti,
S.Sos

Kepala Sub
Bagian Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu,
Partisipasi
dan Hubungan

Masyarakat

Koordinator
merangkap
Anggota

Benediktus Laja
Nelu, S.IP

Pelaksana pada
Sub Bagian
Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu,
Partisipasi
dan Hubungan

Masyarakat

Anggota

Muhammad
Ramadhan

Bassing, S.IP

Pelaksana pada
Sub Bagian
Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu,

Partisipasi

Anggota

- Mengkoordinasikan
penyiapan dokumen
SOP core business;

- Mengkoordinasikan
pembangunan atau

pengembangan e-

government;

- Dst
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dan Hubungan

ARA

Masyarakat
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL
Yohanes S. P. Kepala Sub Koordinator
Killok, SH, M.Si | Bagian Hukum merangkap

dan SDM Anggota

Rexy Erlangga Pelaksana pada Anggota
Gadja, SH Sub Bagian

Hukum dan

SDM

Marselino Boli Pelaksana pada Anggota
Langoday, SH Sub Bagian

Hukum dan
SDM

- Melak*anakan sistem
|

yang
transparan,

rekrut;nen
terbu l{a,
akunt#bel dan berbasis

kompq;tensi;

- Melak‘h kan asesmen
indivic:iu berdasarkan
kornp¢itensi;

- Melaké.anakan
penerapan sistem
penilaian kinerja
individu;

- Membhngun sistem dan

proses pendidikan dan

pelatihan pegawai
berbasis kompetensi
pegawai berbasis
kompetensi dalam

pengelolaan  kebijakan
dan pelayanan publik;
- Dst.

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Joko Nugrcho, Kepala Sub Koordinator
ST Bagian merangkap
Perencanaan, Anggota
Data dan
Informasi
Muh. Mahfud Pelaksana di Anggota
A.S., AMd Sub Bagian
Perencanaan,
Data dan
Informasi
Tezar Pelaksana pada Anggota
Kharismayadi, Sub Bagian
SH Perencanaan,

- Membangun sistem
yang

mendorong tercapainya

mampu

kjneda organisasi yang

teruki 14
- Menyusun Indikator
Kinerja Utama (IKU)

KPU Kabupa'ten Sumba
Barat;
- Dst.




Data dan '
Informasi
VII | TIM PENGUATAN PENGAWASAN
1. | Yohanes S. P. Kepala Sub Koordinator |- Membangun sistem
Killok, SH, M.Si | Bagian Hukum merangkap | yang mampu
dan SDM Anggota mendo}ong pengawasan
2. | Rexy Erlangga Pelaksana pada Anggota kinerja organisasi yang
Gadja, SH Sub Bagian terukur;
Hukum dan - Dst.
SDM
3. | Marselino Boli Pelaksana pada Anggota
Langoday, SH Sub Bagian
Hukum dan
SDM
VIII | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. | Silvi Yanti, Kepaila Sub Koordinator |- Menerapkan standar
S.Sos Bagian Teknik merangkap | pelayanan dalam
Pemilu dan Anggota pelayq;nan publik;
Hupmas - Meninggkatkan
2. | Benediktus Laja | Pelaksana pada Anggota partisipasi masyarakat
Nelu, S.IP Sub Bagian dalam
Teknis menyeélengggarakan
Penyelenggaraan pelayanan publik;
Pemilu, - Dst.
Partisipasi
dan Hubungan
Masyarakat
3. | Muhammad Pelaksana pada Anggota .
Ramadhan Sub Bagian i
Bassing, S.IP Teknik Pemilu
dan Hupmas
IX | TIM AGEN PERUBAHAN
1. | Agustinus Sekretaris KPU Ketua - Membuat rencana aksi
Damma Renna, Kabupaten dari program reformasi
S.IP Sumba Barat yang sudah akan
2 | Konsthanthinus Kepala Sub Wakil Ketua

dijalapkan bersama Tim
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K. Bili, SE Bagian dan Reformasi Birokrasi;
Keuangan, Koordinator |- Meren¢anakan,
Umum dan Perubahan melaksanakan dan
Logistik mengeyaluasi kegiatan
3. | Yohanes S. P. Kepala Sub Anggota di tiap program
Killok, SH, M.Si | Bagian Hukum Reformasi Birokrasi,
dan SDM serta melaporkan
4. | Silvi Yanti, Kepala Sub Anggota kepada Tim Pengarah
S.Sos Bagian Teknis setiap bulan bersama
Penyelenggaraan Tim Reformasi
Pemilu, Birokrasi; dan
Partisipasi - Melakukan kampanye
dan Hubungan dan engajak setiap
Masyarakat pegawai untuk
5. | Joko Nugroho, Kepala Sub Anggota melakukan perubahan
ST Bagian mental dan perilaku
Perencanaan, yang sejalan dengan
Data dan Reformasi Birokrasi
Informasi secara aktif.
Ditetapkan di ~ Waikabubak

Pada tanggal pz Februari 2022

KETUA KOMISI P 'MILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd; ;

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 6/HK.03.1/5312/2022
TENTANG

R A —
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022

e —————— ﬁ%ﬂ RHASILAN
1 2 3 4 5
1 |Manaj F Reformasi Birokrasi. 1 | Pemb kan Tim Ref i Birokrasi (RB). 1 |SK Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Perubahan KPU Kabupeten Sumba Barat.
2 | Pembangunan komitmen bersama seluruh 1 kick off/ Pembang) komi
mmpenwnldanpejdntunwk | pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
reformasi birok Secara lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.
T perubah
men.nl;
3 R Aksi Tah RBdan | 1 Aksi Tah RB dan R Aksi
Rmma iksi Agen perubahan di lingkungan Agen perubehan di lingkungan KPU
KPU Kabupaten Sumba Barat. Kabupaten Sumba Barat.
Pelaksanaan Manajemen 1 | Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui 1 |Tersedianya media sosialisasi RB di
Perubahan. berbagai media. lingkungan kerja yang bisa diakses stakholder
2 anbungunan kolom Reformasi Birokrasi KPU
P ha Barat di website resmi yang
Aok RE di lingk : KPU
Kabupcmn Sumba Baml:
2 | Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan 1 |Menurunnys jumlah pelanggaran kode etik
integritas penyelenggara Pemilu dan ASN. penyelenggara pemilu dan menurunnys angka
pelanggaran disiplin ASN.
3 | Penyelenggaraan Integritas di lingku igan 1 |Per (%) p d Pakta
kerja: 1) Fenandatanganan Pakta integritas Integritas baik Anggota dan ASN.
Penyelenggara Pemilu; 2)Pelaporan LHKPN 2 |Perecntase pelaporan LHKPN,
dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelak i
1 b kepentingan; 4) 3 |Persentase (%) pelaporan LHKASN,
Pembangunan Zona Integritas.
4 Dulmmm Le poran penanganan benturan
P berikut i a. Surat
Per Potensi B 3 b
Sumt Pemynmn Bebas Benturan
gan; ¢. Dekl i Zona
l.nheg-lm di lingkungan KPU K.nbupewn
Sumba Barst.
4 |Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan | 1 |Tersedi media sosialisasi nilai-nilai dasar
menciptakan budaya kerja positif di unit organisasi dan budaya kerja positif di
kerja/satuan kerja. |lingkungan unit/satuan kerja.
2 |Diterapkannya Budaya Kerja positil yang
d.ituangkan dalam standar operasional
P kegi /tugas keschariaa.
5 Pembangunan instrumen reward dan 1 |Tersedianya instrumen reward and
P h YANg i punishment di lingkungan unit/satuan kerja.
perubahan, terutama yang terkait d &
pelayanan kepada publik. 2 |Pemt survel keg !
bagai indikator perbaikan pel di
lingk KPU Kabug Sumba Barat.




PE i
AREA
ki AT INDIE
NO. PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN NDIEATOR KEBERHASILAN ok Apr | Mei | Jun| Jut | Agu| sep| okt | Nov | Des
1 2 3 4 5 4] g |10]12]22)13]:4]115]1 17
3 | Menitoring, Evaluasi dan 1 | Melakukan Monitoring pelak R 1 |Tersedi 4 itoring dan evalu
Pelaporan Aksi RE dan Rencana Aksi Agen Perubahan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen
- e - di lingkungan kerja. Perubahan.
2 | Melakukan Evaluasi pelak = T va dol MRk st chard Faail
Aksi RB dan R Aksi Agen Perubat i Aksi Agen Perubahan di
di lingkungan kerja. lingkungan kerja.
3 lakukan pelap R Aksi RB dan | 1 |Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil
R Aksi Agen perubahan di lingkung luasi R Aksi Agen Perubahan di
kerja kepada Tim Reformasi lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang
Birokrasi KPU sudah ditinc aklanjuti dari evaluasi

sebelumnya.

Adanya data perund dangan di
|lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.

Menyemg Tl
berbagai peraturan perundang-

undangan (Naskah Dinas

Peng; dan atau P ipan)
yang dipandang tidak relevan lagi,
tumpang tindih atau disharmonis

dengan peraturan perundang:
undangan lain.

revisi naskah dinas peng
dan atau penetapan di lingkungan KPU
Kabupaten Sumba Barat.

1 |Peny

Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan
Naskah Penetapan yang sudah direvisi.

Melakukan deregulasi uatuk
memangkas peraturan perundang-

1 |Peny revisi kah dinas pengs
dan atau penetapan di lingkungan KPU

Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan
Naskah Penctapan yang terkait dengan

gis dan kerja

| organisasi

d yang dip g Kabupaten Sumba Barat yang terkait deng pelay 3 keholder yang sudah
ghambat pel pelay Kepad i i
4 | Merumuskan berbagai ¢ an 1 |Peny kah dinas peng dan 1 |Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan 1
perundang- undangan baru yang atau naskah dinas penetapan yang Naskah Penctapan yang sudah disahksn. i
dipandang diperlukan. diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang
di lingkungan KPU Kabup M
Barat. 5
3 | Pengelolaan JDIH. 1 |Pengelolasn JDIH KPU Kabur b 1 |Dapat diak dan update-nya date JDIH
Barat. KPU %
3 |Penguat 1 | Evaluasi Org 1 |FGD Evaluasi O i di lingkungan KPU | 1 |D i laporan FGD Evaluasi 1
Kelembagaan / -
Organisasi 2 |Pengisian Kuesi 1 Organisasi 1 Kuesi Evaluasi Organi
ia KPU RI.
2 | Penyesuaian SOTK. 1 | Dilak ki peny ian SOTK KPU 1 |SOTK KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai
Kabupaten Sumba Barat sesuai dat 1
2 | Pemb Dol Struktur Org 1 |Struktur Organisasi KPU Kabup Sumb
KPU Kabupaten Sumba Barat. Barat.
4|Penguatan Tata | 1|Peningkat lak proses 1 |Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di 1 |Seluruh peta proses bisnis telah disusun
Laksana bisnis serta SOP di lingkungan KPU lingku KPU Kabup ba Barat. sesuai dengan ped peny Peta
Kabupaten Sumba Bara:. Proses Bisnis.
2 |Tersedia peta proses bisnis yang sesuai
| {dengan tugas dan fungsi
3 |Peta proses bisnis telah sesual dengan

Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta
proses bisnis yang sclaras dengan kinerja.

L]

Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU
Kabupaten Sumba Barat.

Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh
peta proses bisnis yang sesuai dengan
efektivitas hubungan kerja antar unit
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan tujuan organisasi.




AREA

3 TAN UB ‘
NO.|  pERUBAHAN R o s Jan | Feb | Mar| Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | sep | Okt | Nov | Des
1 2 3 4 5 [] 71819 111 12]1 153 ¢]1 15116 17
3 |Peny SOP di lingkungan KPU 1 |Telah penjabaran dilakukan seluruh peta
Kabupaten Sumba Barat. lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP.
R R 2
3 |SOP sudah dilegalk
4 |Seluruh SOP telah diterapkan.
4 |Evaluasi SOP di ling} KPU Kabup 1 lap luasi terhadap efisiensi dan
Sumba Berat. efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara
berkala dan seluruh hasilnya telah
| ditindaklanjuti.
Penyelenggaraan Keterb ikaan 1 |Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi 1 [SK PPID di Lingk KPU Kabug
Informasi Publik. |__|dan Dokumentasi (PPID). Sumba Baret.
j Pemenuhan taan terhi Informasi o = i
3 | Peny dan F ipaian Lapoan 3 |Tersedianya laporan pelal PPID. A
FPID. 8
Tata kelola dan implementasi 1 | Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU 1 |SK SPBE dan SOP SFBE di Lingkungar KPU ;
Sistem pemerintahan Berbasis Kabupaten Sumba Barat. )
E ik (SPBE) di lingkung; 2 |Kebijakan internal tata kelola SPBE.
KPU Kabupaten Sumba Barat, 2 |Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi 1 [Jumlah dan jenis aplikasi yang sudah
| _|kesckretasiatan.
3 | Pemanfaatan aplikasi SPBE p 1 h dan jenis aplikasi yang sudah
publik,
Penerapan sistem kearsipan yang |1 |Penerapan sistem arsip. 1 |Arsip statis dan dinamis tertata dengar. baik.
handal KPU
2 |Terdokumentasinya arsip vital ::
2 | Kerjasame dengan Badan Arsip dan 1 |Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan
|| Perpustakaan Dacrah
3 |Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan 1 |Jumlah pemangku jabatan yang berstetus JF
KPU Kabupaten Sumba Barat. Arsiparis.
5| Penataan Pembangunan Sistem Merit. 1|E pan Pengukuran Kinerja Individ 1 |Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja %
Sistem Pegawai. 5
Manajemen 2 |Seluruh pegawai memahami indikator ;
SDM ASN keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target ‘.
3 |Sasaran Kinzrja Pegawai mendukung Sasaran
Strategis dan pencapaian kinerja secara 4
jenjang/ Cascading.
4 |Pengul periodik kinerja Individ
5 |Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil
evaluasi SKP.
& |Penilaian kinerja individu telah dijadikan ;
dasar untuk pengembangan karir
individu / pernberian reward and punish ;
2 | Penerapan assessment untuk pertimsangan | 1 |Data Mutasi
pengembangan karir dan mutasi pegawai. 2 |Data Promosi.
3 |Data Peserte A sment.
3 | Penerapan disiplin dan Kode Etik 1 lah Pelanggaran tahun seb v
Penyelenggara Pemilu. 2 lah Pelanggaran tahun ini. &
3 |Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan
sanksi/hukuman
4 | Perencansaan kebutuhan/ penambahan 1 |T dianya dok Analisis Beban Kerja.
jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN
menggunekan Analisa Beban Kerja (ABK).
5 | Pengembengan pegawai berbasis 1 |Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di
kompetensi. lingkungan KPU Kabup Sumba Barat,
2 |Jumlah pegawai yang mengil
6 |lmp -asi dar Kompet Jak 1 |Setiap Jabatan sudah memiliki Standar SR
Kompetensi Jabatan.




PE AN (BLT
AREA
I
- PERUBAHAN RECIEEAN Sl LELE G Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des
1 2 3 4 5 [4] L 8 9liol21l12]13) 24125126117
3 |Public Campaign Anti Gratifikasi. 1 |Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada v
stakeholder sksternal.
i e + -4 SR s om— 4 | Monitoring, evaluasi, pelaporan dan 1 |Laporan dan tindak lanjut pengendalian
pelaksansan tindak lanjut atas pelaksanaan gratifikasi.
sistem pengendalian Gratifikasi.
Pelal Whistle Blowing 1 Punbanglmannphmwmudemwmg 1 |Tersedianya aplikasi WBS yang bisa dinkses
System KPU di ling} KPU Kabup oleh publik, adanya SOF WBS serta adanya
Sumba Berat, pengelola WBS di lingkungan KPU
Kabupaten Sumba Barat
2| P lol Whistle Blowing di 1 |Prosentase Pengaduan WBS selesai
lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat. ditindaklanjuti.
3 [ Monitoring, evaluasi, pelaporan dan 1 |Laporan peng WES di lingkungsn KPU '
g | |pelakseneen tindak lanjut atas pelaksanaan | |Kabupaten Sumba Barat T e S
Whistle Blowing System di lingkungan KPU
Kabupaten Sumba Barat.
: tauen b 1 Idm:lﬁlmdﬂmumnl{spmﬂnpndl 1 |Potensi-p i yang dapat bulk
kepentingan KPU i KPU Kabup ba Barat. t kepentingan dari pelak: 1 tugas
dan fungsi di ling} KPU Kabup
&l.mhgﬂ-mr-
2 di Surat Perny 1 gan surat p
Bcnturu Kepenﬂnmbqlln@n‘mdm beumrm hepenunsmduiidenuﬂhd
ASN yang memiliki p i di linghkung; iv
KPU Kabupaten Sumba Barat.
3 | Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak | 1 |D lazoran ing. Juasi ;
Lanjut atas Pengelolaan Benturan pengelol {epentings
Peningkatan SFIP. 1 | Pembangunan Sistem Pengendalian Intern 1 |Adanya Satgas SPIP KPU Kabupaten Sumba
|| Pemeri P Barat.
2 | Pelaksanean SPIP. 1 |Terlal ya SPIP di lingkungan KPU ‘
3 itori luasi, Pelap dan Tindak | 1 |Pelaporan Kartu Kendali SFIP tepat waltu. i
mmmmnn.am
Penanganan pengaduan 1 Sistem Pengad 1 |Tersedi sarana penyampaian pengad 4 i
masyarakat KPU. muynmkn di lingkungan KPU Kabupaten i
Sumba Barat.
2 |Adanya pejabat yang lola pengac uan. ,
3 |Terdapat sistem mekanisme prosedur
| |pengaduan.
4 |Terdapat jangka waktu penyelesaian
pengaduan
2 | Pengelol Sistern Pengad akat 1 |Pr Fengad M kat selesai 5
di lingkungan KPU Kabup Sumba Barat. ditindaklanjuti. .
Peningkatan Integritas Individu. 1 [Penyampeian LHKPN. 1| 100% seluruh waijib lapor LHKPN.
2 LHKASN. 1 [100% seluruh wajib lapor LHKASN.
Peningkatan Akuntabilitas 1 |Pembangunan Unit Kerja Pengadaan 1 janya struktur pengelol
Pengadaan Barang/Jase. Barang/Jasa. B __jnmdl“-‘“ K}'U'r bup
2 | Pengelolasn Pengadi g/Jasa. 1 [Per T daan sesuai i
perpres 16 Tahun 2018
3 | Monitoring, Evaluasi, Pelay dan Tindak | 1 |Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
Lanjut Pengelol atas Pengelol.
8 | Peningkat: P it prima di 1 |Memetaken jenis-jenis/ produk-produk 1 lni‘mmn pxls-jenin axnu pmduk-pmduk i i 5
Kualitas linglmngan 'KPU Kabupeten Sumba pelayanan Administrasi Internal
Pelayanan Barat. ) iatan dan pelay k 1 Bmtbnikkspedammmaldanekmal : i i )
Publik (terkait Kem'}._um]. ; o ol 2
2 [ Melal luasi terhadap jenis-jeni 1 |Pelal } dasi hasil evaluasi % S S 3
\ayanmbmkmwnaldnnakmal terhadap setiap jenis layanan internal dan . 5 pact = o S
hadap 14 eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 ; e gl T
munlUUNomZSTahunaoogurung komponen snnnurpd.ayman (reviu dan 37 s S é} o L ;
Puhlj]( nerbaikan | i ¥
Mendorong Inovasi di sektor 1 |Menciptal kul deregul 1 |Indeks Kepuasan layanan yang di dapet
pelayanan kepemiluan dan 1! i kan I i vang | melalui survsi pelavanan 3 R
2 [Adanya regulasi/deregulasi kebijal
3 |Adanya SOP Pelayanan.
4 |Informasi kepada publik terkait biaya layanan. o o




AREA - &E";‘m
NO, PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKEATOR KEBERHASILAN i Mar | Apr | Mei |Jun| gul
1 2 3 4 S <] 9l10]21]123
7 | Pengisian Sistem Infi i Kepegaw:i 1 |Data kepeg ian yang khir di
. e S —— ] - 2 fi lisme ASN | 1 |Pembangunan jabatan fungsional di 1 h dan jenis jab fungsional yang
lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat. dul KPU Kabuy Sumba Berat.
6 |Penguat 1|P Sistem bilitas 1 |Peny dan penet Renstra KPU 1 KPU P ba Barat.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, |__|Kebupaten Sumba Barat.
Kinerja 2 | Reviu Renstra KPU Kabupaten Sumba Barat. | 1 |R KPU F ba Barat hasil
reviu,
3 |Penetapan Kinerja dengan menerapkan 1 |Ad iok P Kinerja hingga
reward and punishment. | |level Eselon IV.
2 |F Cap merupakan unsur
|___|pemberian Feward & Punishment.
3 |Peta strategis yang mengacu pada kinerja
— — . zr
4 | Penyelenggaraan anggaran yang dan efisien | 1 |Adanya dan
efektif. 2 |Persentase Kinerja.
3 |Persentase Anggaran yang berhasil
direfocussing untuk mendukung terce painya
5 | Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kebup 1 |Per Capaian kinerja Kabupaten Sumb
|| Sumba Barat, Barat,
6 | Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabup 1 |Ad tindak lanjut dan
Sumba Barat. pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi
capaian kinerja KPU Kabupaten Sumbe Barat.
2 |Reviu Lakip KPU K bup Sumba Barat.
7 |Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Sumba 1 |Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Sumrba
2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. | 1 Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E- 1 |Terisinya aplikasi e- Lapkin.
Lapkin. =
2 |Data e-Lapkin termutakhi
2 |Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas 1 |Per jumlah pegawai pengelol :
Kinerja. akuntabilitas kinerja yang 4
| |memperoleh pelatihan. :
2 |Pengelola PFBJ bersertifikat. i
3 | Pemt inan Jab Fungsional yang 1 |Persentase Jabatan Fungsional yang terkait
terkait dengan Akuntabilitas Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja: 1) JF Analis
Pengelola Keuangan APBN; 2) JF Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa; 3) JF Perencana.
T|F 1.| Pembang; Zona Integritas di 1 | Pencanangan Zona Integritas di lingkung 1 _|Tert knya Tim Zona integritas
Pengan lingk KPU Kabupe ten Sumba KPU Kabupaten Sumba Barat. 2 | Ditandatanganinya Piagam integritas oleh
Barat. . |pars pihak dan saksi
3 |Masuknya KPU Kabupaten Sumba Barat
2 |Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di | 1 |Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang
lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat. sudah dilegelkan.
3 | Pelaksansan Rencana Aksi Zona Integritas. 1 |D ik yang teriak dari 6 o
Area Zona Ir tegritas di dalam Rencana Aksi
2 |F Kegiatan yang ter di dalam
Rencana Aksi Zona Inteeritas,
4 | Monitori I i, pelap dan dndak 1 |D i kegi pelak tindak
lanjut pembangunan Zona Integritas, lanjut atas monitoring dan evaluasi atas
ja pembang) Zl, dan i
melaporkan pembangunan ZI dengan
didasarkan pada rencana kerja yang sudah =
5 | Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zena 1 |Terisinya LKE ZI i
Integritas (LKE ZI).
22 | Pelaksanaan pengendalian 1. | Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi 1 |Adanya TIM UPG KPU Kabupaten Sumba ap
Gratifikasi KPU. (UPG| Barat,
2. | Pembangunan komitmen dan disemiiasi 1 danya alat lisasi di lingkungan KPU
atas peraturan gratifikasi. Si
2 |Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan
KPU
3 |Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di :
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AREA

KEGIATAN

INDIEATOR KEBERHASILAN

Pelayanan Publik.

R Jan| Feb | Mar| Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | sep | Okt
4 5 6 7 10} 11122 13| 29
5 |Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan
KPU Kabupeten Sumba Barat baik kepada
| linfernal dan cksternal
6 ya pelay berbasis teknologi
Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap | 1 Adanya rekemondasi dan tindak lanjut hasil
inovasi layanan. | |evaluasi.
2 |Dilak Lk 1 dasi hasil evaly
Upuylm:mmgrupmmdmuvadymg 1 [Adanya lisasi i i dan B
baik pada pelay ke darlunltfnﬁerldum-klithuuinmd
lingkungan KPU Kabup ba Harat.
nrlebd:;mu]—]ﬁmpdayuun 1)
Standar F 2) A 1
mﬂmhmﬂpemunpubm«q
Sarana prasarana dan fasilitas, 5)
lmusuihmndapmwnﬁl]lmm
Pengaduan; 7) Penilaian Kinerja berupa
sarana kepuasan langganan
dan survei pelayanan; 8] Visi, Misi dan Motto
Pelayanan; dan 9) Atribut Perlayanan
Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 02 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,
ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN
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